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Abstract
The implementation of National Health Insurance (NHIS; or Jaminan Kesehatan
Nasional/JKN)’s policy, increasing patient access to medicine while keeping its budget under
tight control, has the potentiality to result in compromising the safety and efficacy of the
medicine. Budget constraint and the existing asymmetry information in terms of quality and
price of medicines could lead to a moral hazard situation where pharmaceutical companies may
produce substandard and falsified medicines to secure their profit. The result of this research
using logistic regression analysis showed that despite previous assumptions, medicines included
in JKN list are actually having lower probability of falsified or substandard compared to their
counterparts, non-JKN medicines. In terms of the relation between price and quality of the
medicines, the probability of falsified or substandard medicines increases up to a price level
where for the poor qualified medicines does not have the ability to copy the original medicines
while still making profit out of it. As a result, this research recommends full implementation of
JKN to include all essential medicines into its list to avoid asymmetry information and maintain
medicines quality. JKN also needs to have a price-differentiation policy which allows
pharmaceutical companies to maintain quality of their medicines, even to innovate for a better
one, while still maintaining a good profit and their ability to compete in the JKN era.
Keywords: Asymmetry Information; Pharmaceutical Pricing Policy; National Health Insurance
(NHI); Substandar and Falsified Drug (JEL: D43, H51, I18, P22, P36)
Abstrak
Penerapan kebijakan JKN untuk menjamin akses masyarakat terhadap obat dengan
pengendalian biaya yang ketat berpotensi terhadap terjadinya kompromi kualitas dan
keamanan obat. Pembatasan harga obat dan adanya asimetris informasi terkait kualitas dan
harga obat dapat mendorong moral hazard produsen memproduksi obat substandar dan
palsu untuk mempertahankan keuntungan. Hasil analisis melalui regresi logistik
menunjukkan bahwa peluang suatu obat JKN tergolong tidak memenuhi syarat lebih rendah
daripada peluang suatu obat non-JKN. Seiring dengan kenaikan harga satuan obat, peluang
suatu obat tergolong tidak memenuhi syarat meningkat, hingga pada tingkat harga satuan
tertentu yang tidak memungkinkan lagi obat substandar dan palsu dijual dengan harga
kompetitif, peluang tersebut mulai menurun. Penelitian ini merekomendasikan
implementasi penuh sistem JKN sebagai upaya mengatasi asimetris informasi harga dan
kualitas obat, dengan memberlakukan diferensiasi harga sebagai suatu insentif bagi industri
farmasi mempertahankan mutu dan ikut berkompetisi dalam penyediaan obat JKN.
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Kata kunci: Asimetris informasi; Kebijakan harga obat; Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
Obat substandar dan palsu (JEL: D43, H51, I18, P22, P36)
beredar3
PENDAHULUAN

2014, sebagai respon terhadap skema

terjangkau merupakan tujuan Sustainable

Universal Health Coverage (UHC) yang

Development Goals (SDGs) target 3.8.

digagas oleh WHO, untuk memastikan

obat-obatan

bahwa semua orang memiliki akses ke

substandar dan palsu dalam bentuk obat

layanan kesehatan dan obat-obatan yang

generik maupun obat bermerek (Hamilton

mereka

et al., 2016; Rahman et al., 2018; Venhuis

Wasir

maupun lifestyle2 (Hamilton et al., 2016;

et

al.,

2019).

Peningkatan

sebelum penerapan JKN, belanja obat di

dan berkembang (Ozawa et al., 2018;

Indonesia sudah mencapai angka 40% dari

Rahman et al., 2018; WHO, 2017b).

keseluruhan belanja kesehatan (Winda,

Peredaran obat berkualitas rendah ini

2018). Batasan anggaran pemerintah

terjadi karena adanya pangsa pasar yang

mendorong penggunaan e-katalog yang

potensial, lemahnya penegakan hukum

berbasis lelang dan negosiasi untuk

(Wirtz et al., 2017), peningkatan produksi

mendapatkan penyedia obat dengan

maupun konsumsi obat-obatan yang

harga paling murah.dalam pengadaan

melebihi kapasitas regulasi (Hamilton et

obat JKN (Agustina et al., 2019).

al.,2016; Mackey et al., 2015), buruknya

Penerapan

tata kelola farmasi, kapasitas teknis, dan

e-katalog

menyebabkan

pergeseran keseimbangan pasar farmasi

manajemen rantai pasokan obat (Ozawa

Indonesia.

et al., 2018).

Dominasi

obat

generik

bermerek dagang tergantikan oleh obat

Indonesia tidak luput dari peredaran obat

generik dengan harga ekstrem murah

substandar dan palsu karena memiliki

dibandingkan originator atau obat generik

pasar yang besar dan potensial seiring

bermerek.

obat

Tabel

1

menunjukkan

3

1

Obat untuk merawat dan menyembuhkan penyakit
yang membawa ancaman kesakitan dan kematian.
2 Obat yang lebih ditujukan untuk meningkatkan kualitas
hidup daripada menghilangkan rasa sakit atau
menyembuhkan penyakit.
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mengalami

pada peningkatan belanja obat. Padahal,

masih menjadi masalah bagi negara maju

permintaan

tanpa

permintaan obat di era JKN berdampak

Ozawa et al., 2018; Rebiere et al., 2017)

kenaikan

butuhkan

kesulitan keuangan (Agustina et al., 2019;

et al., 2018) untuk tujuan lifesaving1

dengan

Jaminan

diterapkan di Indonesia sejak 1 Januari

yang aman, efektif, berkualitas, dan

keberadaan

penerapan

Kesehatan Nasional (JKN). JKN mulai

Akses untuk mendapatkan obat esensial

Namun

pasca

Data Profil Obat Beredar BPOM tahun 2016
menunjukkan 11.734 item obat dengan NIE beredar tidak
termasuk beda ukuran kemasan dan tumpang tindih
obat antar provinsi.

2

2
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perbandingan harga obat generik e-

dengan tingkat melek huruf orang dewasa
rendah.

Tabel 1 Perbandingan harga obat generik (e-katalog) dan obat bermerek
Obat Generik
(E-Katalog)

Harga
(Rp)

Obat Bermerek
/Originator

Harga
(Rp)

Deksametason 0,5 mg
Kaptopril 12,5 mg
Levofloksasin 500mg

34
66
452

Scarbidu 0,5 mg
Tensicap 12,5 mg
Cravit 500 mg

193
1.850
37.000

Rasio
Originator dan
Generik
5,7 kali
28 kali
81,8 kali

Banyak
penelitian telah
dilakukan
sebelumnya

Sumber: e-katalog LKPP dan MIMS Indonesia (www.mims.com/indonesia)

katalog dengan generik bermerek atau

untuk

mengetahui hubungan harga dan kualitas

originator.

namun

sangat

terbatas

yang

Meskipun sebelum proses pengadaan,

menggunakan

obat e-katalog harus telah memenuhi

analisisnya, alih-alih mengaitkan dengan

kriteria

Nasional

kebijakan JKN. Penelitian ini dilakukan

(Fornas), harga obat e-katalog yang terlalu

untuk menguji apakah suatu obat JKN

murah terkesan kuat mengabaikan aspek

memiliki

keamanan, khasiat, dan mutu obat. Tim

memenuhi syarat (TMS) lebih tinggi

Nasional

mutu

Formularium

obat

peluang

sebagai

tergolong

unit

tidak

Percepatan

Penanggulangan

dibandingkan peluang suatu obat non-

(TNP2K)4

mengungkapkan

JKN dan untuk menguji apakah harga obat

banyak produk obat JKN diterima di

yang rendah meningkatkan peluang suatu

fasilitas

dalam

obat tergolong TMS. Dengan demikian

keadaan cacat, mulai dari blister atau strip

mitigasi yang diperlukan dapat segera

yang tidak berisi tablet sampai obat yang

disiapkan.

Kemiskinan

pelayanan

kesehatan

telah mengalami perubahan fisik. Hal ini
semakin memperkuat dugaan hubungan

TINJAUAN TEORITIS

harga murah dengan kualitas obat yang

Asimetris informasi adalah kondisi dimana

rendah seperti yang diamati Akerlof (1970)

salah satu pihak yang melakukan transaksi

bahwa ketika harga jatuh, secara normal

memiliki informasi yang lebih lengkap

kualitas juga akan turun. Selain itu, Bate et

daripada pihak lainnya. Produsen di sisi

al. (2012) mengungkapkan bahwa harga

pasokan pasar sadar akan kualitas produk

obat

rendah

mereka dan memiliki kontrol atas kualitas,

daripada obat generik di kota yang sama,

sedangkan konsumen di sisi permintaan

khususnya

pasar hanya menyadari kualitas rata-rata

substandar
di

jauh

kota

lebih

dengan

tingkat

produk

pengeluaran perkapita rendah dan di kota

atau

bahkan

tidak

dapat

mengamati tingkat kualitas (Akerlof, 1970;

4

Reviews of Implementation of Pharmaceutical Policy at
Healthcare Facilities under Jaminan Kesehatan Nasional,
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Baltzer, 2012; Nagurney, Li, & Nagurney,

Pemalsuan

2014). Konsumen rasional, yang sadar

keberadaan asimetri informasi seperti ini

bahwa barang palsu ada di pasaran tetapi

akan mengurangi kesejahteraan ekonomi

tidak dapat dibedakan dari barang asli,

(Grossman & Shapiro, 1986). Meski

tidak mau membayar harga penuh barang

demikian, konsumen tidak bisa dibohongi

berkualitas

ini

begitu saja karena konsumen mungkin

menghilangkan insentif bagi produsen

melakukan inspeksi terhadap kemasan

untuk berinvestasi menghasilkan kualitas

obat,

yang lebih tinggi, mendorong moral

pengalaman

hazard

mempercayai

tinggi.

untuk

berkualitas

Masalah

memasarkan

rendah,

produk

sehingga

yang

mengamati

memanfaatkan

kinerja

orang

obat

lain,

komentar

dari
atau

orang

lain

dapat

tentang efikasi obat yang akan dibeli.

menghancurkan pasar untuk barang-

Informasi dari pembuat kebijakan atau

barang berkualitas tinggi (Akerlof, 1970).

tenaga

Kegagalan

rujukan konsumen (Alfadl et al., 2013).

pasar

akibat

asimetris

kefarmasian

sering

menjadi

informasi ini dapat ditemukan pada pasar

Walaupun harga dapat memberi sinyal

obat-obatan

kualitas obat, sulit sekali konsumen

kesehatan

generik
(Leonard,

dan
et

layanan
al.,

2013;

menilai

asli

tidaknya

suatu

obat

Nagurney et al., 2014).

berdasarkan informasi harga (Bate et al.,

Obat substandar dan palsu seringkali sulit

2011), terutama jika terdapat dispersi

dibedakan

tanpa

harga akibat friksi pasar. Selain itu impresi

menggunakan teknologi verifikasi (Baert

konsumen yang salah bahwa obat murah

& De Spiegeleer, 2010; Kovacs et al., 2014;

tetap bisa bekerja namun membutuhkan

Rebiere et al., 2017). Konsumen tidak

waktu lebih lama untuk menunjukkan

memiliki

khasiatnya

dari

cukup

obat

asli

informasi

untuk

akan

memberi

ruang

memastikan kualitas sebelum membeli.

pemalsuan obat dan mengaburkan sinyal

Konsumen

mengasosiasikan

kualitas yang ditunjukkan oleh harga obat

kualitas dengan merek dan pabrikan.

(Bate et al., 2012). Harga bisa saja tidak

Merek

dapat

berhubungan dengan kualitas obat, tapi

karena

merupakan kompensasi biaya pencarian

menjamin bahwa suatu produk berasal

informasi tentang harga, biaya produksi

dari produsen dengan reputasi tertentu

dan distribusi. Selama konsumen tidak

(Fink et al., 2016). Namun pemalsu juga

dapat membedakan faktor pembentuk

memanfaatkan merek dagang untuk

harga, konsumen berpikir rasional bahwa

meyakinkan konsumen bahwa mereka

harga rendah mengisyaratkan tingginya

membeli produk yang sah (OECD, 2008).

peluang suatu produk berkualitas rendah,

awam

dagang

mengurangi

sebenarnya

ketidakpastian

https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss2/6
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harga rendah belum tentu kualitasnya

Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah (LKPP).
Kemenkes mengusulkan zat aktif
dan spesifikasi obat sesuai Fornas
ke LKPP selaku penyelenggara
tender skala nasional untuk
memilih pemasok dengan harga
termurah yang paling mendekati
Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
pemerintah. Daftar obat e-katalog
yang
dilengkapi
dengan
spesifikasi, harga, dan pemasok
inilah yang menjadi acuan
pengadaan obat oleh setiap
fasilitas kesehatan penyelenggara
JKN (Wasir et al., 2019).
Namun demikian, tidak semua
obat Fornas terdaftar dalam ekatalog seperti data
yang
ditunjukkan dalam Tabel 2.
Tidak lengkapnya pilihan obat dalam

rendah atau sebaliknya harga tinggi tidak
menjamin kualitas tinggi (Bate et al.,
2011).
Menyadari adanya asimetris informasi
dalam pasar farmasi, sebagai langkah
pengendalian mutu obat dan harga di era
JKN, Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
menetapkan kebijakan terkait obat yaitu
Fornas dan e-katalog, sebagai berikut:
a. Fornas merupakan kebijakan
penggantian obat berupa daftar
obat terpilih yang ditanggung
pembiayaannya
oleh
BPJS
Kesehatan, diwajibkan tersedia di
fasilitas kesehatan, dan dirujuk
dalam pengadaan obat maupun
peresepan. Hanya obat yang telah
memenuhi kriteria kemanjuran,
keamanan, berizin edar, dan

daftar Fornas dan e-katalog menunjukkan
respon penyedia obat terhadap HPS obat
yang kurang

Tabel 2 Perbandingan kesesuaian Fornas dengan e-katalog

Jumlah obat
Jumlah spesifikasi
Jumlah spesifikasi yang tidak tercantum
dalam e-katalog
Persentase kesesuaian dengan e-katalog

Tahun
2013
519
923
374

Edisi Fornas
Tahun
2015
562
983
359

Tahun
2017
586
1031
380

59,5 %

63,5%

63,1%

menarik.
Perusahaan
yang rasional
akan

Sumber: Wasir et al. (2019)

menunjukkan rasio risiko-manfaat
yang
kecil
yang
dapat
dicantumkan
dalam
Fornas.
Kegagalan dalam kesepakatan
negosiasi harga antara pemerintah
dan
industri
farmasi
akan
menyebabkan
banyak
obat
penting tidak masuk dalam daftar
obat Fornas (Wasir et al., 2019;
Winda, 2018).
b. E-Katalog
adalah
kebijakan
penetapan harga obat nasional
yang dikelola oleh Kemenkes dan

Published by UI Scholars Hub, 2021

memaksimisasi keuntungan dengan cara
memangkas biaya produksi, misalnya
melalui perubahan formula, penggantian
bahan

baku,

atau

mengganti

jenis

kemasan (Pisani et al., 2019). Eksipien
yang digunakan dalam formulasi generik
memang tidak harus identik dengan yang
ada dalam formulasi originator. Namun,
perubahan kecil pada eksipien dapat
mengubah

5

sifat

formulasi

(misalnya

5

Jurnal Kebijakan Ekonomi, Vol. 16, Iss. 2 [2021], Art. 6

menyebabkan perbedaan dalam ukuran

ketidakmurnian dan kontaminan tinggi,

partikel dan menjadi rentan hancur selama

dan (6) Diproduksi dengan menjiplak

distribusi)

obat

produk aslinya (Lybeker, 2008; Rahman et

menjadi substandar (Johnston & Holt,

al., 2018). Sementara itu, obat substandar

2014).

didefinisikan sebagai obat yang telah

Di era JKN, ketika permintaan obat naik,

mengantongi izin edar namun gagal

harga keseimbangan akan terbentuk pada

memenuhi

tingkat harga yang lebih tinggi. Hal ini

spesifikasi, atau keduanya (WHO, 2017c),

tentunya akan membebani pemerintah.

disebabkan oleh proses produksi yang

Ketika pemerintah membatasi harga obat

tidak tepat oleh industri resmi maupun

JKN pada tingkat yang lebih rendah, akan

penyimpanan yang tidak tepat selama

timbul risiko kelangkaan yang semakin

distribusi (Petersen, et al., 2017), atau

besar seiring dengan semakin rendahnya

inspeksi yang tidak efektif oleh otoritas

harga obat yang ditetapkan. Produsen

pengawas (Johnston & Holt, 2014). Oleh

rasional

dengan

karenanya, untuk memisahkan antara

mengurangi output produksi, sehingga

obat substandar dan palsu tidak dapat

volume obat yang disuplai ke pasar tidak

hanya berdasarkan analisis kimia saja,

dapat memenuhi jumlah obat yang

tetapi dibutuhkan pengetahuan atau

diminta fasilitas kesehatan.

petunjuk lain ada tidaknya kesengajaan

Obat substandar dan obat palsu oleh WHO

dari industri (Petersen, et al., 2017).

digabungkan ke dalam kelompok obat

Menurut Becker (1968) perilaku perbuatan

substandard/spurious/falsely-

kejahatan/ilegal dimotivasi oleh pilihan

sehingga

akan

membuat

merespon

labelled/falsified/counterfeit

rasional

(SSFFC).

standar

bahwa:

(1)

kualitas

manfaat

atau

yang

Untuk membedakan pola tindak lanjut,

diharapkan dari melakukan pelanggaran

dibuat definisi kerja bahwa obat palsu

lebih besar daripada manfaat yang

adalah obat yang dengan sengaja salah

diterima dengan menggunakan waktu dan

menampilkan identitas, komposisi, atau

sumber daya pada aktivitas lainnya; dan

sumbernya (WHO, 2017c), yang bisa

(2)

ditemukan berupa antara lain: (1) Produk

melakukan tindakan kejahatan lebih besar

tanpa kandungan bahan aktif, (2) Produk

daripada biayanya. Sejalan dengan kedua

dengan bahan aktif yang tidak sesuai, (3)

pilihan rasional tersebut, OECD (2008)

Produk dengan jumlah bahan aktif yang

mengidentifikasi

tidak sesuai, (4) Produk dengan jumlah

produsen untuk menjual maupun alasan

bahan aktif yang benar tapi dipalsukan

konsumen untuk membeli obat palsu,

kemasannya, (5) Produk dengan tingkat

seperti tercantum dalam Gambar 1.
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manfaat

yang

diperoleh

beberapa

dari

alasan

6

Agusriana and Wikarya: Pengaruh Kebijakan Harga Obat terhadap Peluang Peredaran Obat Substandar dan Palsu

Penggunaan obat substandar dan palsu

Presiden No 3 Tahun 2017 yang menuntut

meningkatkan risiko sakit dan kematian

penyelesaian

akibat kegagalan pengobatan, keracunan,

komprehensif oleh multisektor, dimana

masalah

ini

secara

Alasan Produsen Menjual Obat Palsu

Alasan Konsumen Membeli Obat Palsu

Karakteristik Pasar
Margin keuntungan tinggi
Potensi pangsa pasar besar
Kekuatan merk asli
Produksi, Distribusi, dan Teknologi
Kebutuhan investasi moderate
Persyaratan teknologi moderate
Distribusi dan penjualan tidak bermasalah
Kemampuan tinggi untuk menyembunyikan operasi
Mudah mengelabui konsumen
Karakteristik Kelembagaan
Risiko terungkap rendah
Kerangka hukum dan regulasi
Penegakan hukum lemah
Hukuman tidak berefek jera

Karakteristik Produk
Harga rendah
Kualitas dapat diterima sesuai persepsi
Karakteristik Konsumen
Tidak ada pertimbangan kesehatan
Tidak ada pertimbangan keamanan
Keterbatasan pendanaan

Karakteristik Kelembagaan
Penemuan dan penuntutan berisiko rendah
Sanksi rendah atau tidak ada sanksi
Ketersediaan dan kemudahan akuisisi
Faktor sosioekonomi.

Gambar 1 Alasan penjualan dan pembelian obat substandar dan palsu
Sumber: OECD (2008)

dan

resistensi

obat

(WHO,

2017a).

BPOM sebagai leading sector. BPOM

Keduanya juga merusak kepercayaan

memiliki

kewenangan

melakukan

masyarakat terhadap obat asli, produsen

pengawasan obat secara fullspectrum

obat asli, dan terhadap sistem kesehatan

sebelum dan selama obat beredar. Salah

yang telah dibangun pemerintah (Ozawa

satu mekanisme yang dilakukan BPOM

et al., 2018).

dalam memastikan keamanan, mutu, dan
obat

khasiat obat beredar adalah pelaksanaan

berkualitas rendah telah sejak lama

sampling dan pengujian. Sampel obat

dilakukan, namun masih terfragmentasi

dipilih secara acak maupun purposive

hingga akhirnya dikeluarkan Instruksi

berdasarkan

Upaya

pemerintah

memerangi

analisis

risiko

mewakili

semua kelas terapi
obat, jenis sarana,
dan kabupaten/kota
di setiap propinsi di
Indonesia.

Sampel

obat ini kemudian
diuji di laboratorium
untuk

mengetahui

apakah produk obat
tersebut

Gambar 2 Kerangka Logis Penelitian
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memenuhi

persyaratan

yang

telah

kelangkaan obat-obatan di jalur JKN akan

ditetapkan. Hasil sampling dan pengujian

menjadi celah masuk obat substandar dan

ini akan menjadi dasar intervensi BPOM

palsu karena fasilitas kesehatan berprilaku

selanjutnya seperti inspeksi sarana dan
investigasi

awal.

diberlakukannya
pengujian

Seiring

JKN,

BPOM

sampling

sebagian

rasional tapi terbentur dengan asimetris

dengan

informasi. Di lain sisi, kelangkaan obat JKN

dan

akan

besar

meningkatkan

of

pocket

difokuskan terhadap obat JKN.

konsumen.

Dari keseluruhan uraian di atas dapat

utilitasnya, konsumen akan membeli obat

dibuat

non-JKN yang berharga lebih murah

kerangka

logis

sebagaimana

tampak pada Gambar 2.
Komitmen

daripada

pemerintah

meningkatkan

untuk

Untuk

out

obat

meningkatkan

sejenisnya

dan

menganggap obat-obatan ini merupakan

keterjangkauan

obat generik biasa.

masyarakat ke obat-obatan dihadapkan
METODOLOGI PENELITIAN

dengan batasan anggaran pemerintah,
sehingga

pemerintah

pada

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh

akhirnya

harga terhadap peluang beredarnya obat

menggunakan Fornas dan e-katalog untuk

substandar dan palsu serta menjawab

mendapatkan penyedia obat yang mampu

hipotesis bahwa suatu obat JKN memiliki

menyediakan

bermutu

peluang tergolong TMS lebih tinggi

dengan harga rendah (Agustina et al.,

daripada peluang suatu obat non-JKN.

2019; Winda, 2018). Namun, produsen

Oleh karena itu, sediaan obat menjadi unit

obat-obatan

analisis penelitian ini. Karakteristik yang

yang berorientasi laba akan merespon

akan diuji keberadaannya adalah peluang

kebijakan ini dengan berbagai hal, yaitu
menekan

biaya

produksi

TMS suatu obat berdasarkan beberapa

dengan

variabel dummy dan numerik, antara lain

mengubah formula obat, mengganti

kategori kelompok obat yaitu JKN-non-

kemasan dan bahan baku, mengurangi

JKN dan harga obat. Untuk tujuan

volume produksi obat-obat berharga

tersebut, maka metode analisis yang

murah, atau menahan diri untuk tidak ikut

digunakan adalah regresi logistik (logit)

dalam lelang obat pemerintah dan

biner, selain tentunya juga metode analisis
deskriptif.

menawarkan produknya masuk ke jalur

Model penelitian ini mengacu pada

non-JKN (Pisani et al., 2019). Perubahan

penelitian Bate (2011) yang mengestimasi

formula akan berdampak pada tidak

prevalensi obat substandar dan palsu di 17

bermutunya suatu obat JKN, sedangkan

https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss2/6
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negara berdasarkan karakteristik obat,

dummy, bernilai 1 jika sirup dan 0 jika

ketersediaan regulasi harga obat dan

bukan sirup; D_Apotek, adalah dummy,

pajak, hukuman maksimal bagi pelaku,

bernilai 1 jika obat dijual di apotek dan

tingkat pendidikan dan pengeluaran per

bernilai 0 jika obat dijual di selain apotek;

kapita. Sesuai dengan konteks penelitian

D_Jawa merupakan variabel dummy,

ini dilakukan pada level kabupaten/kota di

bernilai 1 jika obat dijual di Jawa, dan

Indonesia, maka peluang suatu obat

bernilai 0 jika dijual di luar Jawa; Prophs

tergolong TMS (substandar dan palsu)

merupakan

diestimasi

menyatakan

menggunakan

persamaan

variabel

numerik

proporsi

yang

penduduk

berikut:

kolompok usia 17 tahun yang memiliki

𝑒 𝑍𝑖𝑐
𝑃(𝑇𝑀𝑆 = 1) =
1 + 𝑒 𝑍𝑖𝑐

ijazah SMA pada tingkat kabupaten/kota.
Variabel ini digunakan sebagai proksi

𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑍 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷_𝐽𝐾𝑁𝑖𝑐

kelompok

+ 𝛽2𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎𝑖𝑐

tinggi,

+ 𝛽3𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠𝑞𝑖𝑐

yang

kesehatan,

+ 𝛽4𝐷_𝑆𝑖𝑟𝑢𝑝𝑖𝑐

konsumen
memiliki
dan

berpendidikan
pertimbangan

yang

memiliki

+ 𝛽5𝐷_𝐴𝑝𝑜𝑡𝑒𝑘𝑖𝑐

kewaspadaan terhadap mutu obat; dan

+ 𝛽6𝐷_𝐽𝑎𝑤𝑎𝑖𝑐

Povrate adalah variabel kontrol yang

+ 𝛽7𝑃𝑟𝑜𝑝ℎ𝑠𝑖𝑐

menyatakan tingkat kemiskinan suatu

+ 𝛽8𝑃𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒𝑖𝑐 + 𝜀𝑖𝑐 (1)

kabupaten/kota,

sehingga

dapat

P(TMS=1) adalah peluang ditemukannya

digunakan sebagai proksi kelompok yang

obat tidak memenuhi syarat; β0, β1, β2, β3,

rentan terpapar obat substandar dan palsu

β4, β5, β6, β7, dan β8, adalah koefisien yang

akibat sulit menjangkau harga obat.

diestimasi; ε merupakan error random;

Penjelasan

tentang

sedangkan

digunakan

dalam

e adalah bilangan dasar

variabel
model

yang
estimasi

logaritma natural bernilai 2,718; i= sediaan

tercantum di dalam Tabel 4.

obat dan c= kab/kota; D_JKN dan Harga

Selain variabel harga dan dummy kategori

merupakan variabel bebas yang menjadi

obat

variable of interest; D_JKN adalah dummy,

menyertakan beberapa variabel sebagai

bernilai 1 jika merupakan obat JKN dan

kontrol yaitu:

bernilai 0 jika merupakan obat non-JKN;
menyatakan harga satuan terkecil obat,
per

butir

untuk

tablet/kapsul/kaplet, per ampul atau per
botol untuk sediaan injeksi dan infus, per
botol untuk sediaan sirup; D_Sirup adalah

Published by UI Scholars Hub, 2021

non-JKN,

model

juga

1. Bentuk sediaan obat dinyatakan
dengan dummy sirup atau bukan
sirup. Suatu obat di pasar farmasi
tersedia dalam bentuk sediaan
tablet, kapsul, sirup, injeksi, infus,
krim, salep, dan lain-lain. Bentuk
sediaan obat ini secara tidak
langsung menunjukkan persyaratan

Harga merupakan variabel numerik yang
misalnya

JKN

9
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teknologi pembuatannya. Semakin
sederhana teknologi produksi obat,
semakin besar insentif produsen
melakukan pemalsuan (OECD,
2008). Suatu obat berbentuk sirup
mensyaratkan teknologi produksi
sederhana yang mudah ditiru
sehingga diduga akan memiliki
peluang tergolong TMS yang lebih
tinggi daripada peluang suatu obat
berbentuk bukan sirup.
2. Sarana distribusi obat dinyatakan
dengan dummy apotek atau bukan
apotek. Besarnya volume obat
beredar di apotek memberi insentif

apotek dan rumah sakit, terutama
jika good governance tidak berjalan
dengan baik, penegakan hukum
bersifat lemah, maupun inspeksi
tidak efektif (Hamilton et al., 2016).
Pengendalian distribusi obat secara
efektif terlihat secara tajam
membatasi distribusi obat palsu dan
substandar di banyak negara,
terutama di Afrika (Hamilton et al.,
2016; Lima, et al., 2018). Dengan
demikian
dapat
diperkirakan
peluang suatu obat yang dijual di
apotek tergolong TMS lebih rendah
daripada peluang suatu obat yang

Tabel 4 Operasionalisasi Variabel Penelitian
Variabel

Deskripsi

Jenis
Variabel Terikat
Hasil pengujian obat
Dummy

D_TMS

Nilai/skala

Hipotesis

1=tidak memenuhi
syarat (TMS)
0= memenuhi syarat

Variabel Bebas
D_JKN
Harga
Hargasq

D_Sirup

D_Apotek

D_Jawa
Prophs
Povrate

Kategori obat

Dummy

1= obat JKN
0= obat non-JKN
nominal
nominal

+

1= sirup
0= bukan sirup

+

1= apotek
0= bukan apotek

-

+

Numerik

1= Jawa; 0= luar
Jawa
nominal

Numerik

nominal

+

Harga satuan obat (Rp)
Numerik
Harga satuan obat dikuadratkan, dinyatakan Numerik
dalam satuan rupiah (Rp)
Variabel Kontrol
Bentuk sediaan obat.
Dummy
Obat tersedia dalam bentuk tablet, kapsul,
sirup/suspensi/drops, sediaan injeksi, krim,
salep, gel, larutan topikal, tetes mata, tetes
telinga, tetes hidung, implant, granul dan
aerosol.
Sarana distribusi obat.
Dummy
Dalam penelitian ini obat diperoleh dari
berbagai sarana dalam rantai pasok obat,
yaitu apotek, puskesmas, rumah sakit, PBF,
Instalasi Farmasi Kab/Kota (IFK), industri
farmasi, dan toko obat.
Wilayah peredaran obat
Dummy
Proporsi penduduk usia 17 tahun yang
memiliki ijazah SMA di kab/kota tahun lalu
Tingkat kemiskinan kab/kota tahun lalu

bagi pemasok obat subsandar dan
palsu. Obat substandar dan palsu
umumnya beredar di jalur informal,
namun tidak menutup kemungkinan
menyusupi sarana legal seperti

https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss2/6

-

-

dijual di sarana lainnya.
3. Wilayah geografi yang dinyatakan
dengan dummy Jawa atau luar Jawa.
Data Profil Obat Beredar BPOM
tahun 2016 menunjukkan 27% obat
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beredar di Pulau Jawa, dimana
Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta,
Jawa Tengah, dan Jawa Timur
berada dalam urutan 5 (lima)
provinsi dengan obat beredar
terbanyak. Lebih dari setengah
penduduk Indonesia tinggal di Pulau
Jawa menjadi faktor pendukung
tumbuhnya pasar farmasi di Pulau
Jawa, sehingga menjadi insentif bagi
pelaku produksi dan pengedar obat
substandar dan palsu. Diperkirakan
suatu obat yang beredar di Jawa
memiliki peluang tergolong TMS
lebih tinggi daripada peluang suatu
obat yang beredar di luar Jawa.
4. Proporsi penduduk usia 17 tahun
yang memiliki ijazah SMA di
kabupaten/kota. Variabel demografi
ini
sering
digunakan
dalam
penelitian determinan permintaan
produk palsu. Norum dan Cuno
(2011) menyatakan bahwa tingkat
pendidikan berpengaruh negatif
terhadap permintaan produk palsu.
Pengalaman membeli merupakan
faktor penentu yang sangat kuat
untuk memutuskan mengonsumsi
barang palsu (Swami, et al., 2009).
Namun pada kasus obat berkualitas
rendah dimana terdapat asimetris
informasi
yang
membatasi
konsumen mengenali kualitas obat,
tingkat pendidikan tidak terlihat
berpengaruh (Alfadl et al., 2013).
Orang berpendidikan lebih tinggi
diasumsikan memiliki kewaspadaan
tentang kualitas dan akses terhadap
informasi tentang bahaya obat
substandar dan palsu. Informasi
sejenis
ini
yang
sering
dikampanyekan oleh pemerintah
dan apoteker komunitas membatasi
peredaran obat berkualitas rendah
(Alfadl et al., 2013; Fink et al., 2016).
Dengan demikian diperkirakan
bahwa semakin meningkatnya
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proporsi penduduk tamat SMA di
suatu
kota/kabupaten
akan
mengurangi peluang TMS suatu
obat yang dijual di wilayah tersebut.
5. Tingkat
kemiskinan
kabupaten/kota. Pada saat harga
obat inovator mahal karena masih
dipatenkan, maka obat yang lebih
murah sering menjadi pilihan
konsumen karena keterbatasan
pendapatan (Bate et al., 2011).
Ketidakmampuan
menjangkau
harga obat pada saat dibutuhkan
mendesak
meningkatkan
kerentanan konsumen terhadap
pemalsuan. Konsumen miskin tidak
memiliki
pilihan
selain
menggunakan obat tidak resmi yang
lebih terjangkau, walaupun mungkin
palsu, terlepas dari apakah ia
berpendidikan atau tidak (Alfadl et
al., 2013). Kenaikan tingkat
kemiskinan suatu kabupaten/kota
diperkirakan meningkatkan peluang
suatu obat yang dijual di
kabupaten/kota tersebut tergolong
TMS.
Data penelitian ini berupa data sekunder
dan

crosssection

pada

level

kabupaten/kota mencakup data sebagai
mana ditampilkan pada tabel 5.
Data sampling dan pengujian obat tahun
2018 diperoleh dari Sistem Informasi
Pelaporan Terpadu (SIPT) BPOM. Obat
yang disampling adalah obat JKN dan nonJKN untuk tujuan sampling rutin maupun
kasus. Kelompok obat JKN adalah obat
Fornas

sebagaimana

diatur

dalam

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
HK.01.07/MENKES/659/2017

tentang

Fornas dan tayang di e-katalog LKPP.
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Sampel dari kelompok obat non-JKN

obat

telah

dipilih secara acak agar mewakili semua

memenuhi persyaratan mutu, keamanan,

kelas terapi, zat aktif dan merek obat

dan

beredar, serta kabupaten/kota dari setiap

dipersyaratkan dalam farmakope atau

khasiat

memenuhi

atau

sebagaimana

tidak
telah

Tabel 5 Data dan sumber data penelitian
No
1

2

3

Nama Data
Data sampling dan pengujian obat
data sampel obat (nama obat,
kategori sampel JKN/non-JKN,
kelas terapi, komposisi, kekuatan,
NIE, bentuk sediaan)
data sarana tempat pengambilan
sampel obat (alamat, jenis, dan
wilayah kabupaten/kota)
harga satuan sampel obat nonJKN
hasil pengujian kualitas obat
sesuai kompendia
Harga obat JKN

Data kependudukan kabupaten
kota
Proporsi penduduk usia 17 yang
memiliki ijazah SMA
Tingkat kemiskinan

provinsi

di

Indonesia.

Tahun
2018

Sumber Data
SIPT BPOM

Variabel terkait
Dummy JKN

Dummy Apotek, kode
provinsi
kabupaten/kota
Harga satuan obat
non-JKN
Dummy TMS
2018

e-katalog LKPP, Kepmenkes No
92 Tahun 2012 tentang HET
obat generik Tahun 2012

2017

Susenas BPS

Harga satuan obat
JKN

Variabel Prophs
Variabel Povrate

Obat

JKN

kompendia lainnya.

disampling secara purposive berdasarkan

Untuk

analisis risiko pada rantai pasokan obat e-

tentang harga obat JKN yang disampling

katalog mencakup industri farmasi dan

di puskesmas, rumah sakit pemerintah,

pedagang besar farmasi (PBF) pemenang

dan instalasi farmasi kabupaten/kota

tender e-katalog, rumah sakit, puskesmas,

(IFK), digunakan data harga obat e-

gudang/instalasi farmasi kabupaten/kota

katalog LKPP yang berlaku di tahun 2018.

(GFK/IFK),

non-JKN

Penelitian ini juga dilengkapi dengan data

disampling secara acak di apotek, rumah

terkait kependudukan yang bersumber

sakit, klinik, puskesmas, PBF, toko obat,

dari Survei Ekonomi Sosial Nasional

toko/swalayan, maupun industri farmasi.

(SUSENAS)

Data

diagregasikan pada level kabupaten/kota

hasil

sedangkan

pengujian

obat

obat

BPOM

dinyatakan dengan Memenuhi Syarat

melengkapi

Tahun

kebutuhan

2017,

data

yang

pada variabel Prophs dan Povrate.

(MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS
untuk menunjukkan apakah suatu sampel

https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss2/6
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Dari keseluruhan data terlihat sediaan
obat yang TMS terdapat sebanyak 245
(1,8%). Persentase ini berada jauh di
bawah jumlah yang dilaporkan WHO5.
Hal
Gambar 3 Perbandingan jumlah obat JKN dan nonJKN menurut hasil uji kualitas (a)
Sumber: Data Hasil Sampling dan Pengujian BPOM Tahun 2018, ‘telah
diolah kembali”

ini

mengindikasikan

bahwa

fenomena gunung es benar terjadi,
sekaligus memastikan bahwa obat
substandar

dan

palsu

dapat

HASIL PENELITIAN

berpenetrasi ke dalam jalur licit rantai

Berfokus pada 13.728 sediaan obat

pasok obat JKN dan non-JKN dalam

beredar Tahun 2018 yang digunakan

berbagai bentuk sediaan seperti disajikan

dalam penelitian ini, dapat dilihat pada

pada Gambar 4.

Gambar 3 bahwa sebanyak 7.118 (51,8%)

Banyaknya temuan obat TMS di apotek

sediaan obat merupakan obat JKN,

dan dalam bentuk tablet/kaplet/kapsul

dimana 109 di antaranya dinyatakan TMS

sebanding dengan banyaknya sampel
obat
tersebut,
seperti

(a)

(b)

Gambar 4 Banyaknya temuan obat TMS per kelompok obat JKN dan Non-JKN
menurut jenis sarana (a) dan bentuk sediaan (b)
Sumber: Data Hasil Sampling dan Pengujian BPOM Tahun 2018, diolah

sedangkan 6.610 (48,2%) sediaan obat

ditampilkan dalam Gambar 5

lainnya merupakan obat non-JKN, dimana

Ditinjau dari variabel harga, harga satuan

136 obat di antaranya terbukti TMS. Hal ini

obat terendah adalah Rp22 yaitu harga e-

dapat menyiratkan bahwa peluang suatu

katalog untuk obat generik

obat nonJKN tergolong TMS lebih tinggi

Chlorphenamin maleat (CTM) 4 mg.

daripada peluang suatu obat JKN.

Sebaliknya, harga satuan obat tertinggi
sebesar Rp617.500 merupakan harga
vaksin Infanrix Hexa. Rata-rata sederhana

5

WHO (2017a) menyatakan 10,5% obat beredar di
LMICs adalah obat substandar dan palsu

Published by UI Scholars Hub, 2021
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(a)

(b)

Gambar 5 Banyaknya sampel obat JKN dan non-JKN menurut jenis sarana (a)
dan bentuk sediaan (b)
Sumber: Data Hasil Sampling dan Pengujian BPOM Tahun 2018, diolah

dari harga satuan obat sebesar Rp3.261

𝑃(𝑇𝑀𝑆 = 1) =

menunjukkan bahwa sebagian besar

𝑒𝑍
1 + 𝑒𝑍

𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑍 = −3,126 − 0,711𝐷_𝐽𝐾𝑁

sampel yang digunakan dalam penelitian

+ 5,36𝐸 − 05𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎

ini berharga rendah seperti terlihat pada

− 8,54𝐸 − 10𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠𝑞

Gambar 5.

− 1,033𝐷_𝑆𝑖𝑟𝑢𝑝

Hasil estimasi koefisien, odd ratio, dan

−0,562𝐷_𝐴𝑝𝑜𝑡𝑒𝑘

marginal effect dalam model logit peluang

+ 0,603𝐷_𝐽𝑎𝑤𝑎 – 2,342𝑃𝑟𝑜𝑝ℎ𝑠

TMS suatu obat dari setiap variabel bebas,

− 0,039𝑃𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒 + 𝜀

seperti dapat dilihat pada Tabel 6 berikut
ini:

(2)

PEMBAHASAN
Dari penelitian ini diketahui bahwa
peluang suatu obat JKN tergolong
TMS

lebih

rendah

1,3

persen

dibandingkan peluang suatu obat nonJKN. Hal ini dapat mengindikasikan
bahwa pengawasan kualitas obat JKN
Gambar 5 Banyaknya sampel obat JKN dan non JKN
menurut rentang harga satuan

dilaksanakan secara ketat di seluruh

Sumber: Data Hasil Sampling dan Pengujian BPOM Tahun 2018, diolah

mata rantai produksi dan distribusi.

Berdasarkan nilai koefisien yang telah

Sampling obat dilakukan mulai dari

diestimasi, maka peluang suatu obat

hulu yaitu di industri farmasi pemenang

tergolong

syarat

tender e-katalog, distributor e-katalog,

diestimasi

hingga ke titik-titik hilir tempat dispensing

tidak

(substandar
menggunakan

memenuhi

dan

palsu)

persamaan

sebagai

obat e-katalog, yaitu puskesmas, rumah

berikut:

https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss2/6

sakit, instalasi farmasi kabupaten/kota,
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dan apotek mitra BPJS. Hal ini sesuai

besar bagi obat palsu.

dengan teori bahwa pengawasan yang

Dengan menggunakan persamaan 2,

efektif oleh otorita pengawas obat

dapat dihitung bahwa suatu obat JKN

nasional, penerapan Good Manufacturing
Practices oleh industri farmasi, serta
penerapan Good Distribution Practices
oleh sarana retailer akan menurunkan
prevalensi obat substandar dan palsu
(Johnston & Holt, 2014; Lybeker, 2008).
Selain itu hasil pengujian ini dapat
mengindikasikan terjadinya kelangkaan

Gambar 6 Hubungan harga satuan obat dan
peluang TMS

obat JKN. Harga perkiraan sendiri (HPS)

Sumber: Hasil sampling dan pengujian BPOM dan e-katalog LKPP,
Tahun 2018, diolah

obat e-katalog yang kurang menarik

yang berbentuk sirup, dijual di apotek, di

industri farmasi serta tidak tercapainya

Jawa, di suatu kabupaten/kota dengan

kesepakatan

proporsi penduduk tamat SMA di nilai

harga

negosiasi

obat

rata-rata (0,094) dan tingkat kemiskinan

menyebabkan tidak semua obat yang

di nilai rata-rata (8,991) pada tingkat rata-

tercantum di Fornas tersedia di e-katalog

rata harga satuan (Rp3.238,00) memiliki

(Wasir et al., 2019). Akibatnya, fasilitas
kesehatan

harus

peluang tergolong TMS sebesar 0,005.

melaksanakan

Dengan cara yang sama dapat ditentukan

pengadaan obat non-JKN seperti proses

bahwa

sebelum penerapan JKN. Ini berimbas

berbentuk sirup, dijual di apotek, di Jawa,

pada disparitas harga dan perbedaan jenis

di suatu kabupaten/kota dengan proporsi

obat antar fasilitas kesehatan (Winda,

penduduk tamat SMA di nilai rata-rata

suatu

obat

non-JKN

yang

(0,094) dan tingkat kemiskinan di nilai

2018), serta kekosongan stok obat karena

rata-rata (8,991) pada tingkat rata-rata

proses lelang yang panjang. Kekosongan

harga

obat di sarana pelayanan menyebabkan

satuan

(Rp3.238,00)

memiliki

peluang tergolong TMS sebesar 0,009.

masyarakat harus mengeluarkan biaya

Angka peluang suatu obat JKN maupun

sendiri untuk pembelian obat non-JKN.

Non-JKN tergolong substandar dan palsu

Out-of pocket JKN yang terlalu tinggi

yang sangat kecil menunjukkan tingkat

sebesar 48,3% (Agustina et al., 2019)

pengungkapan oleh pemerintah yang

menunjukkan bahwa pasar obat non-JKN

masih rendah. Hal ini dapat disebabkan
oleh

masih menjanjikan keuntungan yang lebih

Published by UI Scholars Hub, 2021

15

misalnya

keterbatasan

dalam

15

Jurnal Kebijakan Ekonomi, Vol. 16, Iss. 2 [2021], Art. 6

perencanaan sampling maupun dalam

produknya

mengeksekusi

pembuatan logo pada tablet Viagra dan

strategi

Pengambilan

yang

melalui

misalnya

lebih

penggunaan hologram pada kemasan

representatif dengan pendekatan acak

Claneksi; dan (2) obat tersebut merupakan

akan

kondisi

obat bermerek dagang yang diproduksi

sebenarnya. Namun ini akan menuntut

industri farmasi bereputasi baik yang akan

dukungan

menjaga mutu produknya dan terus

lebih

sampel

sampling.

ditiru

menggambarkan
anggaran

untuk

membeli

sampel dengan harga beragam, tidak

berinovasi

untuk

terbatas pada sampel obat berharga

diferensiasi.

murah. Keterbatasan pemerintah dalam

Lybecker (2008) mengungkapkan untuk

menemukan obat substandar dan palsu

mencegah

dapat mendorong kegiatan produksi dan

industri farmasi melakukan kapitalisasi

distribusi obat substandar dan palsu.

teknologi baru untuk meningkatkan biaya

Terkait harga, penelitian ini menunjukkan

produksi obat palsu tidak kompetitif lagi.

bahwa peluang suatu obat tergolong TMS

Dikaitkan dengan penerapan JKN, jika

akan meningkat seiring dengan kenaikan

obat-obat sejenis ini akan masuk dalam

harga satuan obat tetapi pada harga

daftar Fornas dan e-katalog, diferensiasi

satuan obat di atas Rp30.000 peluang

harga mungkin dapat diterapkan oleh

tersebut akan mulai menurun seperti yang

pemerintah sebagai insentif bagi industri

disajikan dalam Gambar 6.

untuk

Hal ini dapat menjelaskan 2 (dua) hal yaitu:

Beberapa sampel obat dengan harga

(1) harga obat palsu tidak dapat bersaing

satuan

lagi dengan harga obat asli tiruannya yang

digunakan dalam penelitian ini seperti

produknya

menjaga
di

menciptakan

ditiru

kualitas

atas

banyak

produknya.

Rp30.000,00

yang

Tabel 7 Contoh sampel obat dengan harga satuan di atas Rp30.000,00
No
1
2
3
4
5

Nama
Obat
ARTEM
CLANEKSI
ABBOTIC
VIAGRA

Kategori

Bentuk Sediaan

Produsen

Harga

JKN
Non-JKN
JKN
Non-JKN

Kimia Farma (importir)
Sanbe Farma
Abbott Indonesia
Pfizer Australia

34.419
62.000
150.500
157.833

BEROTEC

Non-JKN

Injeksi
Suspensi Kering
Suspensi Kering
Tablet Salut
Selaput
Aerosol

Jumlah
sampel
1
8
2
2

Boehringer Ingelheim
Jerman

250.000

1

Sumber: Data sampling dan pengujian BPOM, 2018

merupakan obat innovator atau obat

terlihat dalam Tabel 7.

merek dagang berharga mahal. Dalam hal

Bentuk

ini produsen obat inovator akan berani

menunjukkan tingkat kerumitan teknologi

membayar

produksinya. Penelitian ini membuktikan

lebih

untuk

https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss2/6

mencegah
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sediaan

suatu

obat

dapat
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bahwa obat dalam bentuk sediaan sirup

yang dibeli di luar apotek. Hal ini sesuai

berpeluang TMS 1,9 persen lebih rendah

dengan

daripada obat dalam bentuk sediaan

menunjukkan

bukan sirup. Terdapat indikasi bahwa

obat secara efektif terlihat secara tajam

produsen memiliki insentif yang lebih

membatasi distribusi obat palsu dan

besar untuk melakukan pemalsuan obat

substandar (Hamilton et al., 2016; Lima, et

berbentuk

al., 2018). Meskipun secara volume pasar

bukan

teknologi

sirup,

pembuatan

meskipun

sirup

dinilai

penelitian

terdahulu

pengendalian

yang

distribusi

obat di apotek sangat besar, namun dari

sederhana dan mudah ditiru. Manfaat dari

sisi

melakukan

obat

merupakan objek regulasi yang sangat

berbentuk sirup lebih kecil daripada

ketat. Selain itu, pada ketiga sarana ini ada

manfaat membuat tiruan suatu obat selain

peran

sirup, misalnya sediaan injeksi dalam vial.

berkompetensi untuk: (1) membeli obat

Harga jual sediaan injeksi rata-rata lebih

dari sumber yang terpercaya, (2) menguji

mahal daripada harga jual rata-rata

obat

sediaan

pemalsuan

sirup.

diperoleh

Utilitas

jika

suatu

pengawasan

tenaga

obat

sarana

kefarmasian

berdasarkan

tampilan

ini

yang

yang

yang

sama

mencurigakan, (3) melaporkan kepada

memalsukan

obat

otoritas pengawas obat, distributor, dan

berbentuk tablet, kaplet, dan kapsul

pabrikan (Hamilton et al., 2016).

generik.

murah,

Suatu obat yang beredar di Jawa memiliki

namun besarnya volume obat yang dijual

peluang tergolong TMS sebesar 1,10

di peredaran memberi insentif untuk

persen lebih tinggi daripada peluang suatu

dipalsukan. Lebih dari setengah spesifikasi

obat yang beredar di luar Jawa. Ini

obat dalam daftar Fornas dan e-katalog

menunjukkan bahwa pasar farmasi di

berbentuk tablet, kaplet, dan kapsul,

Pulau Jawa memiliki potensi yang lebih

sehingga sebagian besar obat yang

besar bagi peredaran obat substandar dan

beredar di pasar farmasi berbentuk ketiga

palsu karena besarnya volume obat

Meskipun

berharga

sediaan tersebut. Pasar obat generik
dalam volume yang besar ini menawarkan
motif dan potensi untuk dipalsukan (Wirtz
et al., 2017).
Penelitian ini juga membuktikan bahwa
suatu obat yang dijual di apotek memiliki
peluang tergolong TMS 1 (satu) persen
lebih rendah daripada peluang suatu obat

Gambar 7 Peta sebaran jumlah temuan obat
TMS tahun 2018
Sumber: Data sampling dan pengujian BPOM, 2018, diolah
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beredar di Pulau Jawa, sebanding dengan

orang miskin lebih rentan terpapar obat

besarnya jumlah penduduk di Pulau Jawa.

berkualitas rendah (Alfadl et al., 2013;

Hal ini pun sesuai dengan temuan obat

Bate et al., 2012). Kota/kabupaten dengan

TMS oleh BPOM tahun 2018 yang

tingkat kemiskinan tinggi dianggap tidak

menunjukkan

akan

bahwa

obat

yang

memberikan

manfaat

secara

berkualitas rendah baik dalam bentuk

ekonomi bagi penyedia obat substandar

substandar

dan

maupun

palsu

banyak

palsu,

sebab

semakin

maka

tinggi

ditemukan di provinsi wilayah Jawa,

kemiskinan

keterjangkauan

utamanya di Banten dan Jawa Tengah

masyarakat terhadap obat semakin kecil

seperti terlihat pada Gambar 7.

bahkan untuk membeli obat-obat generik
substandar yang murah sekalipun. Jika
dihadapkan

dengan

kondisi

sakit,

masyarakat miskin akan lebih memilih
memenuhi kebutuhan makanan pokok
sehari-hari,

sedangkan

penyakitnya

dibiarkan atau hanya diobati dengan
menggunakan cara-cara nonmedis (Yusuf
& Komariah, 2017). Karena itu, penting
Gambar 8 Hubungan tingkat kemiskinan dan
peluang TMS suatu obat JKN dan non JKN
Sumber: Data sampling dan pengujian BPOM, Susenas BPS 2017,
diolah

bagi

pemerintah

untuk

menjamin

penduduk miskin di kota/kabupaten
seperti ini terlindungi dengan program

Terkait hubungan tingkat kemiskinan dan

JKN sehingga memiliki keterjangkauan

peluang suatu obat tergolong TMS,

kepada obat yang bermutu, aman, dan

penelitian ini menunjukkan bahwa setiap

berkhasiat.

tingkat kemiskinan suatu kabupaten/kota
naik sebesar 1 (satu) persen, peluang suatu

KESIMPULAN

obat yang dijual di kabupaten/kota

Berdasarkan

tersebut tergolong TMS turun sebesar 0,1

dilakukan terhadap kualitas dan harga

persen. Seiring dengan meningkatnya

suatu obat JKN dan non-JKN yang beredar

kemiskinan, peluang TMS suatu obat JKN

pada tahun 2018 di Indonesia, ditemukan

dan non JKN terus menurun, dimana

bahwa:

peluang suatu obat JKN tergolong TMS

yang

telah

1. Peningkatan permintaan obat
akibat
penerapan
JKN
meningkatkan risiko peredaran
obat substandar dan palsu. Suatu
obat JKN (obat e-katalog) memiliki
peluang tergolong substandar dan

lebih rendah daripada peluang suatu obat
non-JKN, seperti terlihat pada Gambar 8.
Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan
studi sebelumnya yang membuktikan

https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss2/6

penelitian
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palsu lebih rendah daripada
peluang suatu obat non-JKN.
2. Kenaikan peluang suatu obat
tergolong substandar dan palsu
akan meningkat seiring dengan
kenaikan harga obat, hingga pada
tingkat harga satuan obat
Rp30.000,00 peluang tersebut
mulai menurun.

industri farmasi untuk mempertahankan
mutu obat dan ikut berkompetisi dalam
penyediaan obat JKN. Insentif ini akan
mengurangi risiko kelangkaan obat yang
pada

akhirnya

menurunkan

risiko

peredaran obat substandar dan palsu di
pasar obat JKN dan non-JKN.

REKOMENDASI

Dari penelitian ini juga diketahui bahwa

Dari penelitian ini diketahui bahwa obat

angka peluang suatu obat JKN dan non-

non-JKN berpeluang lebih tinggi tidak

JKN tergolong tidak memenuhi syarat

memenuhi syarat dibandingkan obat JKN.

sangat kecil. Hal ini dapat terkait dengan

Hal ini menunjukkan bahwa sistem kendali

bias

mutu dan harga yang diterapkan dalam

penelitian. Untuk itu, dalam perencanaan

JKN telah membantu mengurangi peluang

sampling,

masuknya obat-obatan berkualitas rendah

pengambilan

sampel

yang

lebih

di jalur pasokan obat JKN. Dengan

representatif

sehingga

dapat

lebih

demikian diharapkan pemerintah akan

menangkap

kualitas

obat

melanjutkan kebijakan Fornas dan e-

beredar sesuai dinamika perubahan target

katalog dalam penerapan sistem JKN agar

pemalsuan dan sasaran peredaran obat

harga

yang

substandar. Hal ini penting dilakukan

lebih

dapat

karena produsen dan distributor obat

semua

obat

substandar dan palsu bertindak secara

esensial yang aman, berkhasiat, dan

dinamis didasarkan pada motivasi untuk

bermutu

menghindari

dan

mutu

dikonsumsi

obat-obatan

masyarakat

dikendalikan,

sehingga

dapat

dijangkau

oleh

data

yang
BPOM

digunakan
perlu

gambaran

melakukan

penangkapan

masyarakat, termasuk masyarakat di

pemerintah

kabupaten/kota

keuntungan yang lebih besar.

dengan

tingkat

kemiskinan yang tinggi yang memiliki

Penelitian

obat. Sistem kendali mutu dan harga yang

bagi

pemerintah memberlakukan diferensiasi
harga dan membuat HPS yang tidak
terlalu rendah sebagai insentif bagi

Published by UI Scholars Hub, 2021

ini

memiliki

beberapa

1. Tidak sepenuhnya bebas dari
bias karena data yang digunakan
dalam penelitian ini bersumber
dari pelaksanaan sampling obat
oleh BPOM secara purposive
dalam memilih sampel dan
sarana pengambilan sampel
obat JKN. Pengambilan sampel

mekanisme untuk mengurangi asimetri
penting

margin

keterbatasan, yaitu:

diterapkan dalam JKN berperan sebagai
Namun

mencari

oleh

KETERBATASAN PENELITIAN

keterbatasan pendanaan untuk membeli

informasi.

dan

dalam
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secara acak telah dilakukan
dalam memilih kabupaten/kota,
sarana yang disampling, zat aktif
yang akan disampling hingga
merek produk obat NonJKN
yang akan diambil. Penggunaan
sampel berdasarkan pemilihan
secara acak diharapkan dapat
lebih menggambarkan peluang
peredaran obat substandar dan
palsu di Indonesia.
2. Penelitian
ini
masih
menggabungkan
obat
substandar dan palsu dalam satu
kelompok. Pemisahan kedua
kelompok obat berkualitas
rendah ini dapat dilakukan
apabila data hasil pengujian
dilengkapi
dengan
hasil
pengawasan
label
dan
penandaan serta kemasan setiap
sampel
obat,
pengawasan
sarana, dan investigasi awal
sebagai tindak lanjut atas
temuan obat tidak memenuhi
syarat, yang mengkonfirmasi
ada tidaknya unsur kesengajaan
melakukan
produksi
obat
berkualitas rendah tersebut.
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